BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 146
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BIAK NUMFOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIAK NUMFOR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 7, Pasal 19

" Ayat 4, Pasal 22 Aayat 3, Pasal 24 ayat 5, Pasal 28 Ayat 3 Peraturan

Daerah Kabupaten Biak Numfor 4 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Biak Numfor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Biak Numfor;

. bahwa mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang belum

stabil guna membiayai program kerja dan hak pimpinan dan anggota
DPRD maka perlu dilakukan penggurangan terhadap pos
pembiayaan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, maka perlu di tetapkan dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak
Numfor Nomor 146 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Irain Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi
Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;

4.Undang-Undang.........
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
|(Lembaran Negara Kepubiik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

'I'l'nriung T'r\f"]ung Namar 1 Tahiin 2004 tentance Darhandaharaan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) ;

undang-Undang Nomor 15 ‘lahun 2ZUU4 tentang PFemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor &<, lambahan Leémbaran Negara KepubllK Indonesia Nomor
5234) ;

Unaang-undang Nomor 12 lahun 2ZUll tentang PFembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
ITnHaﬁg—”ﬁHnﬁg Namar 17 Tahin 2011 tentana Pamhentiilran
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indnnesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Maoarah " amharan Mnmm 'Dnnnhlulr Indanacia Tahiin MTA WNamar
244, Tambahan Negara Republlk Indonesia Nomor 5587)
sebaga.lma.na telah diubah beb-erapa kali terakhir dengan Undang—
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
25, lampbpanan Lemparan Negara KEpPUDIK 1naonesia Nomor 2o/ Y| ;

Undang-Undang Numor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZGi4
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Dan/Atau  Dalam Rangka  Menghadapi Ancaman Yang
Membahayalkan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stahilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik indonesia Numor 6485j;

Undang-Undang Numor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya
(Lembaran Negara Republilz Indonesia Tahun 2020 Nomeor 245,
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Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

i4.Peraturan Pemerintan......
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Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran
Negara Rem 1hlilkr Tndanesia Namnar 41 AR}

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

IT arahnenn ”Eﬂnu-n Darsihlils TmdAamania Tahiae f‘]n1f".l n'ﬁvﬁﬂﬂ :
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272;

Peraturan remerinan NOmMor 1is Tanun 2Ul7 wnwng p#ak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1Ub , Tambahan Lembaran Negara KRepublk
Indonesia Nomor 6057;

F‘:lﬂ-ll.-md.-ll ?'E-I-IH;-J. ;Il.;ud.il Hu;uu& :?l:l Td.;-lull 2313 i‘;lliﬂ—llﬁ, F;-lljﬂ.-lllﬂ-l-l
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 lahun ZUlY tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322 ) ;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
parang/uasa remerintan Lemparan Negara KepubDlK inaonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Thammabirmme Themmidae 'Nl'h.q.q.-._ 1"7 Malssen MAMTO damdbamear Thhemoaendame
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Barang dan Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor o©U) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Foduinain Peugelulaain Keuatgan Daciali scbagaiaa iclals diubal
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Neger1 Nomor 13 ‘lTahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
darl Anggaran FPendapatan dan Beianja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah
diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial vang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
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Peroturan Menteri Dolom Megeri Nomor SO Tohun 2012 tentons

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor ®U lanun ZU1ld tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah doibah
dengan Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2018 tentang Pemhentulkan Pradul Hulim Daerah (Rerita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

25.Peraturan Menteri.........
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Peratniran Menteri DNalam MFEF'I'i Nomnr A2 Tahinm 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Ta.nggun.'awab Dana Operasional (Berita Negara Republik

..... Ll aTalait
llluu-llli.n‘.ﬂ-ﬂ lﬂ.lll.-l.l.l A-U.I. rl nuusu: LUUI s

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara DFFFHPEIHGQH 'ﬂhnnﬂﬂﬂnhgﬁ Aan Rwahiaei Pembgrngl_!ng_n
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Folubalyguilan Jaugha Moucugall Daciall scild Tdaia Caia Foiubdlian
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Kepublik Indonesia ‘lahun 2017/
Nomor 1312);

Ferdluwan Menlerl Dalain INGEeIl Yool 70 laliu 2019 euwang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

pPeraturan Menter1 Dalam Negerlt Nomor ZU lanun ZuUZU tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 39 Tahun 2020 tentang

1
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Tertentu, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

reraturan Menteri Dalam Negerl Nomor o4 lanun ZuZu tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 888 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
redoman leknis Pengelolaan Keuangan Uaeran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 );

Peraturan Daeran Kabupaten bBiak Numior Nomor 4 lahun 2Uls
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daearh Kabupaten Biak
Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tenatnag Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor
Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numtor Nomor 1 ‘lahun 201Y
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1).

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Lewmbauan  Dacrahh Kabupaiceu Biak Nuiafor Taliun 2021
Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 146 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BIAK
NUMFOR
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Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 146 Tahun 2017
tentang Penetapan Hak Keuangan Dan Administratif DPRD Kabupaten Biak Numfor,
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 23 ayat 2 dan pasal 30 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 1

Perubahan Besaran Tunjangan Perumahan diubah sebagai berikut :

a. Tunjangan Perumahan untuk Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga
belas juta rupiah)

b. Tunjangan Perumahan untuk Anggota sebesar Rp. 13.000.000.00 (tiga belas juta
rupiah)

Pasal 2
2. Ketentuan pasal 26 ayat 3 dan pasal 32 ayat 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
a. Tunjangan Transportasi untuk Ketua dan Wakil Ketua sebesar Rp. 15.000.000.00
( lima belas juta rupiah)

b. Tunjangan Transportasi untuk Anggota sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta
rupiah)

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 29 Januari 2021

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 29 Januari Tahun 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS O. MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 2

SEMUEL RUMAIKEUW, S =
PEMBINA
NIP. 19730508 200112 1 004




